KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

Menimbang

Mengingat

NOMOR : KEP-15/P.5/Cr.5/05/2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program
Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia,
Kejaksaan Tinggi Gorontalo perlu mengembangkan
sistem manajemen sumber daya manusia (SDM)
berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan

pembinaan dan pengawasan SDM;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di
lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk
menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
Gorontalo tentang Penetapan Standar Pelayanan di
Lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun
2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia;

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
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Indonesia  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah
terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Ketign atas Peraturan Jaksa
Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di
Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan;

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup

Instansi Pemerintah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

KESATU : Menetapkan 12 (dua belas) Standar Pelayanan yang
berlaku di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup
pelayanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo

KETIGA i Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi
Qorontalo agar memberikan pelayanan sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.,

KEEMPAT i Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan akan
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KELIMA

dilakukan secara periodic setiap enam bulan.

Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Mei 2024

KEPA

SAAN TINGGI GORONTALO,%’-

,P(‘f/w
PUR 'RLEB@’J/ KO IRIANTO, S.H., M.H.
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LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Tinggi Gorontalo

Nomor :KEP-15/P.5/Cr.5/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat .........cccocoiiiiiin. 5
2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Saksi/Ahli/TersangKa..........ccocoennniinne 7
3. Standar Pelayanan Laporan Pengaduan ..........cccccioiniiiniiine. 11
4. Standar Pelayanan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa............ 13
5. Standar Pelayanan Jaksa Masuk Sekolah ..........cccooiiiiiiini. 16
6. Standar Pelayanan PTSP .......cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 19
7. Standar Pelayanan Klinik Pratama Adhyaksa ........cccooiinniiiiin. 21
8. Standar Pelayanan Mobil Ambulance ...........c.c.oiiiiiiin., 23
9. Standar Pelayanan Pendampingan HUKUM ..., 25
10. Standar Pelayanan Perpanjangan Penahanan.............cccoooieiiiiiiinne. 27
11. Standar Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.....ccoceveirnrnnns 30
12. Standar Pelayanan Koordinasi Perkara...........cccooviiiiiinniiii, 32
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LAMPIRAN 11

Surat  Keputusan Kepala Kejaksaan
Tinggi Gorontalo

Nomor : KEP-15/P.5/Cr.5/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT

NO

KOMPONEN | URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Services Delivery)

Produk Pelayanan Pengaduan Masyarakat

N= >

Persyaratan Pelayanan Pelapor (masyarakat) datang ke Kejaksaan
Tinggi Gorontalo

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Laporan Pengaduan yang masuk ke Bidang
Tindak Pidana Khusus di disposisi oleh
Asisten Tindak Pidana Khusus kepada
Kepala Seksi Penyidikan sesuai dengan
bidang tugas dengan melihat isi laporan
pengaduan tersebut

Jangka Waktu Penyelesaian 7 (tujuh) har kerja setelah terbit Surat
Perintah Tugas

Biaya/Tarf Tidak dipungut biaya

Penanganan Pengaduan, Saran dan | Pengaduan, saran dan masukan dapat

Masukan disampaikan melalui :

1. Telepon (0813-1661-2525)

2. Email Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Tinggi Gorontalo
(pidsuskejatigorontalo2017 @gmail.com)

3. Website (www.kejati-gorontalo go.id) atau
datang langsung ke Kantor Kejaksaan
Tinggi Gorontalo

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan
Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-undang
Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
Tentang Organisasi Dan Tata Kera
Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana lelah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia. Nomor 15 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia;

3. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-
006/A/JA/07/2017  sebagimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 |
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tentang perubahan ketiga atas Peraturan
Jaksa Agung Nomor PER-
006/A/JAI07/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,

4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Undang-Undang No. 2 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana;

6. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus Nomor : B - 845/F/Fjp/05/2018
tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak
Pidana Khusus yang Berkualitas.

2. Sarana dan Prasarana, dan/atau

Fasilitas

Komputer, printer, kertas, dan peralatan
lainnya

3. | Kompetensi Pelaksana

Mengetahui SOP dan Mampu berkomunikasi
dengan baik

4. | Pengawasan Internal

1. Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Asisten Tindak Pidana Khusus

5. | Jumlah Pelaksana

Sesuai Surat Perintah Tugas (2 orang jaksa)

6. | Jaminan Pelayanan

Kejaksaan memberikan pelayanan dengan
selalu berpedoman pada SOP sehingga siap
menerima saran dan masukan apabila ada
kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat
pelayanan untuk memberikan pelayanan
terbaik sesuai sengan ketentuan yang
berlaku.

7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

Diberikan pelayanan semaksimal mungkin

8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana

berkaitan
Wilayah

Survei kepuasan masyarakat
dengan Laporan Pengaduan di
Kejaksaan Tinggi Gorontalo
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| Produk Pelayanan

LAMPIRAN 111

Surat  Keputusan Kepala  Kejaksaan
Tinggi Gorontalo

Nomor : KEP-15/P.5/Cr.5/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI/TERSANGKA

~ KOMPONEN I "UF_Q_KI'A—?‘T—AMW .

Pelayanan (Services Delivery)

‘Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian

Pemeniksaan Saksi/ Ahli/ Tersangka

Persyaratan Pelayanan

1.

Penyidik melakukan pemeriksaan secara
profesional dan proporsional dengan
penuh kearifan dalam Berita Acara
Permintaan Keterangan atau Berita Acara
Pemeriksaan (Pidsus-8 atau BA-1),
Penyidik memiliki kompetensi yang
memadai;

Tersangka wajib  didampingi  oleh
Penasehat Hukum dalam pemeriksaan,
Pemeriksaan dilakukan di  Ruang
Pemeriksaan Bidang Tindak Pidana
Khusus;

Pemeriksaan terhadap Saksi/  Ahl/
Tersangka dilakukan paling lama 8
(delapan) jam dengan diberikan waktu
istirahat yang patut.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Tamu yang datang ke kantor Kejaksaan
Tinggi Gorontalo (Saksi/ Ahli/ Tersangka)
akan ditanyakan keperluannya oleh
petugas keamanan/ security dan kemudian
diarahkan ke PTSP,

Tamu akan disambut oleh petugas PTSP
dengan tiga slogan 3S “Senyum, Salam
dan Sopan Santun®, dan kemudian akan
ditanyakan maksud ataupun keperuannya;
Petugas PTSP meminta kartu identitas
kemudian menginput identitas tamu ke
aplikasi Buku Tamu dan mengambil foto
tamu,

Petugas PTSP memberkan tanda
pengenal kepada tamu dan kunci loker
untuk menyimpan barang bawaan
kemudian petugas mempersilahkan tamu
untuk menunggu di ruang tunggu tamu;
Pegawai/ Penyidik yang berkepentingan/
dituju akan mendapatkan notifikasi melalui
aplikasi WhatsApp terkait adanya tamu
pemeriksaan,

Petugas PTSP memastikan kepada
pegawai/ penyidik yang dituju bahwa telah
menerima dan membaca notifikasi aplikasi
WhatsApp;

Apabila tamu (Saksi/ Ahli/ Tersangka)
diterima, maka pegawal/ penyidik yang |
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bersangkutan menemui  di  ruang
penerimaan tamu,

8. Penyidik melakukan pemeriksaan secara
professional dan proporsional dengan
penuh kearifan dalam Berita Acara
Permintaan Keterangan atau Berita Acara
Pemeriksaan (Pidsus-8 atau BA-1),

9. Pemeriksaan  dilakukan di  Ruang
Pemeriksaan Bidang Tindak Pidana
Khusus;

10.Pemeriksaan  terhadap  Saksi/  Ahli/
Tersangka paling lama 8 (delapan) jam
dengan diberikan waktu istirahat yang
patut;

11.Tersangka dalam pemeriksaan wajib
didampingi oleh Penasehat Hukum;

12.Apabila pemeriksaan belum mecukupi,
maka dapat dijadwalkan kembali dengan
dilakukan pemanggilan kembali atau dapat
ditentukan waktu pemeriksaannya
berdasarkan kesepakatan antara Penyidik
dengan Saksi/ Ahli/ Tersangka;

13.Pemeriksaan oleh Penyidik dapat melebihi
waktu apabila yang diperiksa
mengehendaki atau tidak keberatan
dengan ketentuan tidak melebihi batas
waktu pukul 22.00 waktu setempat;

14.Apabila Saksi/ Ahli/ Tersangka telah
selesai memberikan Kketerangan Yyang
dituangkan dalam Berita Acara Permintaan
Keterangan atau Berita Acara
Pemeriksaan kemudian mereka diberikan
kesempatan untuk membaca keterangan
yang telah diberikan, apabila keterangan
yang diberikan kepada Penyidik terdapat
kekeliruan maka diberikan kesempatan
untuk memperbaiki;

15.Pada Berita Acara Permintaan Keterangan
atau Berita Acara Pemeriksaan diparaf
oleh Saksi/ Ahli/ Tersangka pada setiap
halaman dan pada halaman terakhir
ditandatangani oleh Saksi/ Ahli/ Tersangka
berserta Penasehat Hukumnya dan tanda
tangan Penyidik.

Jangka Waktu Penyelesaian Senin s/d Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WITA;
Jum’at pukul 08.00 s/d 16.30 WITA

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

Penanganan Pengaduan, Saran dan | Pengaduan, saran dan masukan dapat

Masukan disampaikan melalui :

1. Telepon (0813-1661-2525)

2. Email Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Tinggi Gorontalo
(pidsuskejatigorontalo2017@gmail.com)

3. Website (www.kejati-gorontalo.qo.id) atau
datang langsung ke Kantor Kejaksaan
Tinggi Gorontalo

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan
Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-undang
Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia. Nomor 15 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia;

3. Peraturan Jaksa Agung Rl Nomor PER-
006/A/JA/07/2017  sebagimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022
tentang perubahan ketiga atas Peraturan
Jaksa Agung Nomor PER-
006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Undang-Undang No. 2 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana;

6. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus Nomor : B — 845/F/Fjp/05/2018
tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak
Pidana Khusus yang Berkualitas.

Sarana dan Prasarana, dan/atau | Komputer, printer, kertas, ruang pemeriksaan
Fasilitas bidang tindak pidana khusus, alat tulis kantor,
air minum mineral, makan siang apabila
diperlukan, fasilitas umum, dan peralatan

lainnya

Kompetensi Pelaksana Mengetahui SOP dan mampu berkomunikasi
dengan baik.

Pengawasan Internal 1. Kepala Kejaksaan Tinggi

. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

2

3. Asisten Tindak Pidana Khusus

1. 1 (satu) orang Asisten Tindak Pidana

Khusus;

1 (satu) orang Kepala Seksi Penyidikan;

7 (tujuh) orang Jaksa Penyelidik/ Jaksa

Penyidik;

4. 8 (delapan) orang Staf Administras pada
Bidang Tindak Pidana Khusus.

Jumlah Pelaksana

win

Jaminan Pelayanan Kejaksaan Tinggi Gorontalo memberikan
pelayanan dengan selalu berpedoman pada
SOP sehingga siap menerima saran dan
masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan
Tinggi Gorontalo berpedoman maklumat
pelayanan untuk memberikan pelayanan
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3
|

- erbalk sosual sengan ketentuan yang berlaku
Jaminan Keamanan dan Keselamatan |1, Penyldik  memilikl kompetensl  yang
Pelayanan memadal;

2. Penyldik melakukan pemeriksaan secara
profesional dan proporsional  dengan
penuh kearifan

3. Sakel/ AN/ Tersangka  diberikan
kebebasan dalam memberikan keterangan
tanpa paksaan atau tekanan darl Penyidik,

‘| Dilakukan rapat monitoring dan evaluasi
‘kinerja sercara berkala

Evaluasi Kinerja Pelaksana
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LAMPIRAN IV

Surat

Keputusan Kepala Kejaksaan

Tinggi Gorontalo

Nomor
Tanggal

: KEP-15/P.5/Cr.5/05/2024
: 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
LAPORAN PENGADUAN

_NO KOMPONEN URAIAN
A Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Services Delivery)
1. | Produk Pelayanan Laporan Hasil Klarifikasi (L WAS 1)
2. | Persyaratan Pelayanan Pelapor (masyarakat) datang ke Kejaksaan
Tinggi Gorontalo
3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Laporan Pengaduan yang masuk ke bidang
Pengawasan di disposisi oleh Asisten
Pengawasan kepada Pemeriksa sesuai
dengan bidang tugas dengan melihat isi
laporan pengaduan tersebut
4. | Jangka Waktu Penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja setelah terbit Surat
Perintah Klarifikasi
5. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Pengaduan, saran dan masukan dapat
Masukan disampaikan melalui :
1. Telepon (0812-4353-9609);
2. Email Pengawasan
(waskejatigorontalo@gmail.com) ;
3. Website (www kejati-qorontalo.qo.id) atau
datang langsung ke Kejaksaan Tinggi
Gorontalo
B | Komponen Standar Pelayanan yang

Terkait dengan Proses Pengelolaan

Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

Dasar Hukum 1.

Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-undang
Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia. Nomor 15 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia;

. Peraturan Jaksa Agung Rl Nomor PER-

006/A/JA/07/2017  sebagimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022
tentang perubahan ketiga atas Peraturan
Jaksa  Agung Nomor PER-
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006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-
022/A1JAI03/2011 tentang
Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Jaksa Agung
Nomor: PER-015/A/JA/07/2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung
Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18
Maret 2011 tentang Penyelenggaraan
Pengawasan Kejaksaan Republik

Indonesia;
5. Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda
Pengawasan Nomor ’ JUKLAK-

01/H/Hjw/04/2011 tanggal 01 April 2011
tentang Teknis Penanganan Laporan
Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi
Bidang Pengawasan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sarana dan Prasarana, dan/atau | Komputer dan Printer, Kertas, dan perlatan

Fasilitas lainnya

Kompetensi Pelaksana Mengetahui SOP dan Mampu berkomunikasi
dengan baik

Pengawasan Intemnal 1. Kepala Kejaksaan Tinggi

2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3. Asisten Pengawasan

Jumlah Pelaksana Sesuai Surat Perintah Klarifikasi (SP WAS 1)
(Minimal 2 orang pemeriksa dan 1 orang staf).
Jaminan Pelayanan Kejaksaan memberikan pelayanan dengan

selalu berpedoman pada SOP sehingga siap
menerima saran dan masukan apabila ada
kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat
pelayanan untuk memberikan pelayanan
terbaik sesuai sengan ketentuan yang
berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan | Diberikan pelayanan semaksimal mungkin
Pelayanan

Evaluasi Kinerja Pelaksana Survei kepuasan masyarakat berkaitan
dengan Laporan Pengaduan di Wilayah
Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Tinggi Gorontalo

Nomor :KEP-15/P.5/Cr.5/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (SILOKDES)

NO

KOMPONEN | URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Services Delivery)

Produk Pelayanan Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan
Keuangan Desa

Persyaratan Pelayanan Perangkat Desa Se-Provinsi Gorontalo

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai
operator mengkases  silokdes kejzti-
gorontalo.id melalui web browser;

2. Operator melakukan /ogin menggunakan
akun yang telah diberikan oleh Admin
Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

3. Operator menginput Anggaran
Pendapatan, Anggaran Belanja, Anggaran
Pembiayaan beserta realisasi dan bukti
dukungnya;

4. Kajati Gorontalo, Gubemur Provinsi
Gorontalo, DPRD, APDESI, Inspektorar
dan Dinas PMD memonitor progress
APBDES yang ada di Provinsi Gorontalo.

Jangka Waktu Penyelesaian Realtime

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

b P

Penanganan Pengaduan, Saran dan |1. Pengaduan dapat disampaikan melalui

Masukan saran dan pengaduan maupun keperiuan
dan melengkapi data pada Pos
Penerimaan Hukum dan Penerimaan
Pengaduan masyarakat (PPH dan PPM)
dengan dibantu petugas PPH dan PPM,;

2. Website Kejaksaan Tinggi Gorontalo
www.kejati-gorontalo.go.id;

3. Media sosial Instagram, Facebook, dan X
Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

4. Aplikasi layanan pengaduan online pada
website dan SP4N-LAPOR!;

5. Email: gorontalokejati@gmail.

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan
Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

Dasar Hukum 1. Undang-undang nomor 11 Tahun 2021
Tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa;

3. Peraturan Presiden R.I Nomor 29 Tahun
2016 tanggal 5 April 2016 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 |
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tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan R.I;

4. Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2023

5. Permenpan RB RI| No. 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

6. Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor: KEP-184/A/JA/11/2015
Tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk
Sekolah

7. Instruksi Jaksa Agung Ri Nomor 5 Tahun
2023 Tentang Optimalisasi Peran
Kejaksaan Republik Indonesia Dalam
Membangun Kesadaran Hukum
Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa
Garda Desa (Jaga Desa)

8. INS-004/A/J.A/08/2012 Pelaksanaan
Peningkatan Tugas Penerangan dan
Penyuluhan Hukum Program Pembinaan
Masyarakat Taat Hukum

9. MOU antara Jaksa Agung RI| dengan
MENDES PDTT Nomor :
122/M/DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor :
KEP051/A/JA/03/2018 tanggal 15 Maret
2018 tentang Pembangunan Daerah
Tertinggal.

10. MOU antara MENDAGRI, Jaksa Agung RI
dan Kepala Kepolisian Rl Nomor :
100.4.7/437/SJ Nomor: 1 Tahun 2023
Nomor NK/1/1/2023 tentang Koordinasi
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
dan Aparat Penegak Hukum Dalam
Penanganan Laporan Atau Pengaduan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

11.Surat Jaksa Agung RI Nomor B-
23/A/SKJA/02/2023 tanggal 14 Februari
2023 perihal Penanganan Perkara Terkait
Pengelolaan Keuangan Desa.

12. Surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor;
B-633/D/L.2/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Jaksa Masuk Sekolah.
Sarana dan Prasarana, dan/atau | Komputer / Laptop /  Smartphone,
Fasilitas Koneksi/Jaringan Internet
Kompetensi Pelaksana Mampu mengoperasionalkan komputer dan
menggunakan aplikasi SILOKDES
Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara Berjenjang (Pengawasan Melekalt/
WASKAT)
Jumlah Pelaksana Sesuai Surat Perintah Tugas o
Jaminan Pelayanan Kejaksaan memberikan pelayanan dengan

selalu berpedoman pada SOP sehingga siap
menerima saran dan masukan apabila ada
kekeliruan. Kejaksaan berpedoman pada
maklumat pelayanan untuk memberikan
pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
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Jaminan Keamanan dan Keselamatan 1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
Pelayanan ketentuan hukum yang berlaku dan

memperhatikan situasi dan kondisi pada
saat kegiatan dilaksanakan.
2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat

dan hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilakukan rapat monitoring dan evaluasi

kinerja secara berkala
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LAMPIRAN VI

Surat  Keputusan Kepala Kejaksaan
Tinggi Gorontalo

Nomor KEP-15/P.5/Cr.5/06/2024
Tanggal 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
JAKSA MASUK SEKOLAH

CURAAN

ng Terkait dengan Proses Penyampalan

Penyuluhan Fukum Jaksa Masuk Sekolan

[ NO | KOMPONEN |
| a | Komponen Standar Pelayanan ya
Pelayanan (Services Delivery) .

1. | Produk Pelayanan |

2. | Persyaratan Pelayanan |

1. Surat parmohonan resmi ditujukan kepada
Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo,

2 Sekolah Dasar (SD)sederajat, Sekolah
Menengah Perttama (SMPYsederajat,
Sekolah Menengah Atas (SMAVsederajat

Sistem, Mekanisme, dan Prosadur

!

MELALUI PERMOHONAN

1. Pemohon mangajukan surat parmahanan
Jaksa Masuk Sekolah (JMS) secara
resmi yang ditujukan kepada Pimpinan
Kejaksaan Tinggi Gorontalo,

2. Pimpinan  membenkan disposisi Ao
bidang Intelijen untuk dilaksanakan oleh
Kepala Seksi Penarangan Hukum untuX
ditindaltanjuti, i

3. Pelaksana  menindaklanjut dengan |

cordinasikan wakty, tampat dan |
maten kegiatan Jaksa Masuk Sehkolah |
(JMS) dengan pamahon; \

4. Pelaksana membuat Surat Penntah
Kegiatan, ‘l

|

5. Pelaksanaan kegiatan.

TANPA PERMOHONAN

1. Menentukan waktu, tempat dan tema
Kegiatan Jaksa Masuk Sakolah, .

2. Pembentahuan Pelaksanaan Jaksa |
Masuk Sakolah ‘

3. Membuat Surat Penntah Petaksanaan |
Kegiatan Jaksa Masuk Sakolah; ‘

o Poiieataan Kegatan Jaksa Masuk |
Sekolah. 1

Senin s/d mmm&iﬁ@i&éﬁmi

———

4. | Jangka Waktu Penyelesaian

08.00 8'd 18.00 \WB
5. | Biaya/Tanf Tidak dipungutbiaya
6. | Penanganan Pengaduan Saran dan

1. Tamu dapat langsung datang \e nantor |
an saman  dan  pangaduan

maupun kepaituan dan malanglapt data
pada Pos Penenmaan Hulum  dan 1
Penanmaan masyaalat (PP
dan PPM) dengan dibantu petugas PPN {
dan PP\ \
2 Website Kejaksaan Twgol Gorontak |

WIWW A2@t-gominNia e g

2
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3. Media sosial Instagram, Facebook, dan X
Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

4. Aplikasi layanan pengaduan online pada
website dan SP4N-LAPORY;

5. Email: gorontalokejati@gmail.

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan
Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

Dasar Hukum 1. Undang-undang nomor 11 Tahun 2021
Tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden R.I Nomor 29 Tahun
2016 tanggal 5 April 2016 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kera
Kejaksaan R.I;

3. Permenpan RB RI No. 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

4. Keputusan Jaksa Agung R.| Nomor: KEP-
001a/A/JA/01/2006 Tanggal 2 januari 2006
tentang Pelaksaan Penyuluhan dan
Penerangan Hukum;

5. Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor: KEP-184/A/JA/11/2015
Tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk
Sekolah;

6. INS-004/A/J.A/08/2012 Pelaksanaan
Peningkatan Tugas Penerangan dan
Penyuluhan Hukum Program Pembinaan
Masyarakat Taat Hukum;

7. Surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor,
B-633/D/L.2/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Jaksa Masuk Sekolah.
Sarana dan Prasarana, dan/atau | Ruang Penyuluhan, APK (laptop, proyektor,
Fasilitas sound system, kamera), Souvenir, ATK dan
Konsumsi
Kompetensi Pelaksana 1. Memahami tugas dan fungsi Kejaksaan
RI;

2. Memiliki pengetahuan tentang berbagai
peraturan  perundang-undangan yang
terkait dengan penyusunan suatu produk
hukum;

3. Menguasai dan memahami materi hukum
yang ada;

4, Tenaga yang memiliki profesionalitas,
Integritas dan disiplin yang tinggi;

5. Mampu berkomunikasi dengan baik;

6. Mampu mengoperasionalkan komputer
minimal program Microsoft Office (MS
Word, Power Point dan Excel).

Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara Berjenjang (Pengawasan Melekat/
WASKAT)

Jumlah Pelaksana Sesuai Surat Perintah Tugas

Jaminan Pelayanan 1. Penyuluhan dilakukan secara tepat waktu

dengan materi sesuai dengan pemohon
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2. Penyelenggara layanan (nara sumber
beserta tim) memiliki kompetensi yang
memadai

3. Penyuluhan dilakukan secara tepat waktu
dengan maten sesuai dengan pemohon.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

1. Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan hukum yang beraku
dan memperhatikan situasi dan kondisi
pada saat kegiatan dilaksanakan

2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat
dan hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan rapat monitoring dan evaluasi
kinerja sercara berkala
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LAMPIRAN VII

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Tinggi Gorontalo

Nomor :KEP-15/P.5/Cr.5/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO KOMPONEN [ URAIAN
A Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian
Pelayanan (Services Delivery)
1. | Produk Pelayanan Pelayanan terpadu satu pintu
2. | Persyaratan Pelayanan Masyarakat datang ke Kejaksaan Tinggi
Gorontalo

3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 1. Tamu datang ke Kejaksaan Tinggi
Gorontalo melalui pintu | (Pintu masuk),
kemudian diarahkan ke PTSP;

2. Tamu mengisi buku tamu digital dengan
menyerahkan KTP/SIM, Pasport, dll
kemudian screening wajah;

3. Tamu diberikan ID Card (Kartu tanda
pengenal tamu);

4. Barang bawaan tamu berupa ponsel, tas
dan barang lainnya wajib disimpan di loker;

5. Tamu yang akan menemui
pejabat/pegawai di Kejaksaan Tinggi
Gorontalo waijib didampingi dan diantar
oleh petugas keamanan dalam;

6. Tamu yang selesai dar keperluannya
diwajibkan mengembalikan ID Card
kepada petugas receptionis dan dapat
mengambil barang bawaannya yang
tersimpan di loker;

7. Sebelum meninggalkan tempat, tamu
diharapkan dapat mengisi kuisioner
penilaian terhadap pelayanan yang
diberikan. Penilaian ini berfungsi sebagai
data indeks kepuasan masyarakat atas
pelayanan yang diberikan.

4. | Jangka Wakiu Penyelesaian 5 Menit
5. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan | Pengaduan, saran dan masukan dapat
Masukan disampaikan melalui Website; (www kejati-
gorontalo.go.id) dan atau datang langsung ke

Kejaksaan Tinggi Gorontalo

B | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan
Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)
1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor: 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor: 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;
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Sarana dan Prasarana,
Fasllitaa

Kompetanal Pelaksana

Pangawaaan Intemal

Jumlah Pelakaana
Jaminan Pelayanan

dan/alau

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Palayanan

Evaluaal Kinerja Pelaksana | Setlap bulan

2

-

4!

PC/Komputer, Meja Receptionis, Meja & Kursi
Tamu, ATK, Internet, 1D Card, AC, TV,
Majalah/Koran, Kursl Roda, Metal Detector,
'Iollnl Area bermaln anak

roen—2e N

20;@1\0 -
Kejaksaan memberlkan pelayanan
dengan solalu berpedoman pada SOP
sehingga slap menarima saran dan masukan
apablla ada kekeliruan, Kejaksaan
barpadoman pada maklumat pelayanan untuk
memberlkan pelayanan terbalk sesual sengan
ketentuan yang berlaku,

Diberlkan pelayanan semaksimal mungkin

, Kapala Kejaksaan Tinggl Gorontalo
. Wakll Kepala Kejaksaan Tinggl Gorontalo
. Aslaten Bldang Pemblinaan

Pataturan Mresliden Nomor 30 Tahun 2010
fantang  Organlaasl  Dan  Tala  Kerja

Knaukmnn Hepublik Indonesia
aebagalimana telah baberapa kall diubah,
lerakhlc  dengan  Peraturan  Presiden

Republik Indonesla, Nomor 16 Tahun 2024
tentang Perubahan Kellga Alas Peraturan
Prasldan Nomor 30 Tahun 2010 Tentangy
Organlsasl Dan Tala Kerja Kejaksaan
Republik Indonesla;

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-
000/AAIOTI2017  sabaglimana  telah
babarapa kall diubah terakhlr dengan
Paraluran Ke{?kuann Nomor 1 Tahun 2022
lentang perubahan ketlga atas Peraturan
Jakaa Agung Nomor PER-
000/ANAI0TI2017 tentang Organisasl dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
Paraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-
032/AAIOD/2010  tentang  pelayanan

Informasal publik di Kejakeaan Republik
Indonetla

Mempunyal ljazah S1/D3/6LTA
Memahaml Padoman Pelayanan Informasi
Publik

Meanguasal MS. Office

Mampu berkomunikasl dengan balk

, Kepala Baglan Tata Usaha

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

